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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat nikah yang diajukan
oleh:

Suryana bin Imin, NIK 8105011207780002, Tempat dan tanggal lahir,
Pumwakarta, 11 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Lintas
Seram, Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula
Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon |;

Hasanah binti Slamet Jaenuri, NIK 8105016603750002, Tempat dan tanggal
lahir, Sragen, 28 Maret 1975, Agama Islam, Pendidikan
terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat
kediaman di Jalan Lintas Seram, Negeri Administratif
Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram
Bagian Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkaraini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta para saksi

di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l dalam surat
permohonannya tanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Isbat
Nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran
Hunimoa dengan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Dth, tanggal 03 Februari 2020,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1999, Pemohon | dan Pemohon Il telah

melangsungkan pemikahan menurut agama Islam di Negeri Administratif
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Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang
Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten
Seram Bagian Timur;

2. Bahwayang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon
Il yang bemama Slamet Jaenur, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi yang bemama M. Lahuri bin Tarmuji dan Ajat Sudrajat bin
H. Syahroni, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan
pada saat akad nikah dan telah terjadi ijab gabul;

3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Pemohon | dan Pemohon I
bertempat tinggal di Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula
Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan selama perkawinan tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
kandung yang masing-masing bernama:

1. Widia Rostiana binti Suryana, perempuan, lahir di Lampung Tengah,
tanggal 29 Januari 2003;

2. Asep Somantri Subagya bin Suryana, laki-laki, lahir di Lampung
Tengah, tanggal 13 Agustus 2005;

3. Rahmat Soefullah bin Suryana, laki-laki, lahir di Seram, tanggal
21 Januari 2013;

4. Neneng Aisah binti Suryana, perempuan, lahir di Seram, tanggal
07 Maret 2014;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang
menggugat pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, dan
selama itu juga Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai serta

tetap beragama Islam;
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7. BahwaPemohon Idan Pemohon Il sangat membutuhkan Penetapan Isbat

Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk mengurus Kutipan

Akta Nikah, karena faktor ekonomi yang menyebabkan pemikahan

Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat;

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu oleh
karena itu mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon | dan
Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq.
Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2.  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Suryana bin Imin)
dengan Pemohon Il (Hasanah binti Slamet Jaenuri) yang dilaksanakan
pada tanggal 15 Februari 1999 di Negeri Administratif Waiketam Baru,
Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri
Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram
Bagian Timur;

3. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut,
telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa di papan
pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 03 Februari
2020, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan
tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada har dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon | dan Pemohon Il telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya
Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya
berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan

tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon | dan Pemohon I
untuk berperkara secara cuma-cuma, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sela tanggal 26 Februari 2020 Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Dth, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon lI;

2. Memberiizin kepada Pemohon Idan Pemohon Il untuk berperkara secara
cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Pemohon Idan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 81050127121100050005, atas nama
kepala keluarga Suryana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur,
tanggal 01 April 2019, bukti tersebuttelah di-nazegelen dan cocok dengan
aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. M. Lahuri bin Tarmuji, Tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 18 Agustus
1964, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat
kediaman di Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon Idan Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri
yang menikah pada tanggal 15 Februari 1999 di Negeri Administratif
Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah,
(Sekarang Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula

Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur);

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 8/Pdt.P/2020/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon Idan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah
ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Slamet Jaenuri;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul antara wali nikah
dengan Pemohon |;

- Bahwa pemikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang
bernama M. Lahuri bin Tarmuji dan Ajat Sudrajat bin H. Syahroni;

- Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon | memberikan mahar
kepada Pemohon Il berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan
ketika akad nikah;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus perawan;

- Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai
4 (empat) orang anak kandung;

- Bahwa antara anak Pemohon | dengan anak Pemohon Il tidak ada
halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai
hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon | dan Pemohon ||
tidak pernah bercerai, dan tidak pemah pula murtad, baik keduanya
maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang
keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
isbat nikah ini untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon |
dan Pemohon II;

2. Ajat Sudrajat bin H. Syahroni, Tempat dan tanggal lahir, Purwakarta,
02 April 1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat kediaman di Negeri Administratif Waiketam Baru,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon ll;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
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- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami
istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 1999 di Negern
Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku
Tengah (Sekarang Negeri Administratif Waiketam Baru,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon I;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah
ayah kandung Pemohon Ilyang bernama Slamet Jaenuri;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar ijab kabul a ntara wali nikah
dengan Pemohon I;

- Bahwa pemikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
yang bemama M. Lahuri bin Tarmuji dan Ajat Sudrajat bin H.
Syahroni;

- Bahwa pada pemikahan tersebut Pemohon | memberikan mahar
kepada Pemohon Il berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan
ketika akad nikah;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- Bahwa saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai
4 (empat) orang anak kandung;

- Bahwa antara anak Pemohon | dengan anak Pemohon |l tidak ada
halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai
hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon | dan Pemohon II
tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya
maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang
keberatan terhadap pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan isbat nikah ini untuk melengkapi dokumen
kependudukan Pemohon Idan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjunya Pemohon | dan Pemohon I

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil
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permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan
penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini
menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara
sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimanayang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang
Pemberlakuan Buku Il Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap
pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan
permohonan Pemohon I dan Pemohon Il hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, perkara permohonan Isbat Nikah termasuk kewenangan
mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II mendalilkan bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan pada tanggal
15 Februari 1999 di Negeri Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula,
Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri Administratif Waiketam Baru,
Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il yang bernama Slamet Jaenur, dan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi yang bernama M. Lahuri bin Tarmuji dan Ajat Sudrajat bin

H. Syahroni, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan sejak
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menikah hingga sekarang Pemohon | dan Pemohon Il belum pemah mendapat
Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini
agar perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tercatat dan diakui oleh negara
untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon | dan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P.2, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon | dan
Pemohon Il yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai anggota keluarga dan domisili Pemohon | dan Pemohon I
di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon I, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon | dan
Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon | dan
Pemohon I, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon I, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang
dihadirkan oleh Pemohon | dan Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu
dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut
memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan
Pemohon II, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il berdomisili di Kabupaten Seram
Bagian Timur;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan perkawinan
pada tanggal 15 Februari 1999 di Negeri Administratif Waiketam Baru,
Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri
Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram
Bagian Timur), dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I
yang bemama Slamet Jaenuri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
yang bernama M. Lahuri bin Tarmuji dan Ajat Sudrajat bin H. Syahroni,
dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan diserahkan ketika
akad nikah;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak terdapat halangan
untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan
kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon | dengan Pemohon |l
tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon | dan Pemohon Il masih
beragama Islam dan tidak pernah murtad;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan

atau menggugat perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;
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Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai
berikut:
1. Kitab Ushulul Figh, halaman 930:

o e AN ) b ek Al Lo ph o i 4l O e Ll L

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan
itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai
suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain®

2. Kitab I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:
ds e cpaaliy Jy ;i gaadayd gainia S 380 5al e 784 g eeall b

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan
duaorang saksiyang adil”;

3. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:
GOy Al @b el B g e din L el 134

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan
itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya
itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon I
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1999 di Negeri Administratif
Waiketam Baru, Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri
Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian
Timur), telah sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7
ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mendapatkan isbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum,

oleh karenanya permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan
pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon I
telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan
kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya
di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon |
dan Pemohon Il yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten
Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon IlI, akan tetapi oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sela yang pada pokoknya telah memberi izin kepada Pemohon | dan
Pemohon Il untuk berperkara secara cuma-cuma;

Mengingat Pasal 273 RBg dan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Suryana bin Imin)

dengan Pemohon Il (Hasanah binti Slamet Jaenuri) yang dilaksanakan
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pada tanggal 15 Februari 1999 di Negeri Administratif Waiketam Baru,

Kecamatan Bula, Kabupaten Maluku Tengah (Sekarang Negeri

Administratif Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram

Bagian Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat,
Kabupaten Seram Bagian Timur;

4. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada har Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Lutfi Muslih,
S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.H.l.dan Mukhlish Latukau,
S.H.lL., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Adi Sufriadi, S.H.I Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Mukhlish Latukau, S.H.I
Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.
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